Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.KP

DEMI KEADILAN'| MARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi
(S1), Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Dahulu bertempat Tinggal
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, dan sekarang bertempat tinggal
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai
“PENGGUGAT";

Melawan

TERGUGAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir:  Sarjana
Pendidikan (S1), Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Rote, Tempat
Tinggal di Kelurahan : Oebobo, Kecamatan : Oebobo, Kota
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut
sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal
10 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan
register Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2019 M bertepatan dengan
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tanggal 3 Zulgaidah 1440 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal berpisah,
penggugat tinggal bersama mertuanya di Kelurahan Oebobo sedangkan tergugat
tinggal di kos-kosan yang beralamat di Depan SMA Negeri 1 Lobalain, Jalan
Raya Ba'a, Desa Lekunik Kantor Bank BRI Ba'a, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), dan dikaruniai 1
(Satu) orang anak, yang bernama: ANAK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir
: 12 April 2020 dan meninggal tanggal 30 April 2020 (Almarhum)

4. Bahwa awal mula pertengakaran terjadi sejak awal menikah tergugat
melarang penggugat untuk tinggal bersama dengan tergugat di Rote.

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan April 2020 tergugat
tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.

6. Bahwa sejak tanggal 14 Juli 2020 penggugat ke Rote untuk memberikan
surprice ulang tahun tergugat dan berniat tinggal bersama dengan tergugat

7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 tergugat pergi meninggalkan penggugat
sendirian di kos-kosan tergugat yang beralamat di rote.

8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 karena tidak ada makanan di kos-kosan
sehingga penggugat telepon tergugat untuk mengantarkan makanan buat
penggugat namun setelah mengantarkan makanan tergugat kembali
meninggalkan penggugat sendirian di kos-kosan.

9. Bahwa sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 karena tergugat tidak
kembali ke kos-kosan sehingga tergugat menelpon penggugat agar penggugat
pulang kembali ke kupang dengan diantar oleh satpam BRI sampai ke
pelabuhan.

10.Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 pihak keluarga tergugat (mertua
penggugat) telah berusaha untuk meminta tergugat pulang ke kupang untuk
menyelesaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar
kembali rukun dalam ikatan perkawinan, namun hingga saat ini tergugat belum

juga kembali ke kupang.
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11.Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020, sepupuh penggugat yang bernama
SEPUPU menelpon tergugat dan menanyakan kejelesan penggugat namun
tergugat mengatakan nanti tergugat kembali ke kupang maka tergugat akan
mengembalikan penggugat ke orangtuanya secara baik-baik.

12.Bahwa karena tergugat mengatakan akan mengembalikan penggugat ke
orangtuanya secara baik-baik sehingga pada tanggal 8 Agustus 2020 penggugat
pamit kepada mertua dan kembali ke rumah orang tua yang beralamat di
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

13.Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat
berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak
mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina
dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan
dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan
perkawinan;

14.Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami
perselisinan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan
untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal
39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta
yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak
mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang
agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus
karena perceraian;

15.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kupang Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat dan
Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui
mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan
mediator tesebut pada tanggal 01 September 2020 menyatakan mediasi tidak
berhasil;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 1 September 2020, Penggugat hadir di
persidangan, dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah diberitahu
untuk hadir pada sidang tersebut;

Bahwa di depan sidang, Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut
perkaranya karena Penggugat ingin berusaha lagi untuk membina rumahtangganya
dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor
106/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar
mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor
106/Pdt.G/2020/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
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":"""-}dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 06 Juli 2019 dan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki
alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah
berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 j. Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah di laksanakan mediasi dan
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bahwa
Penggugat mencabut perkaranya karena Penggugat ingin membina rumahtangga
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara
lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum
masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari
Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut
perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.KP. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai
dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi
untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor

106/Pdt.G/2020/PA.KP;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 September

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriah oleh Sriyani
HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I.,
sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota

Drs. Mansyur Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag,M.H
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Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. PNBP : Rp.10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50,000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00

5. Materai :Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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